BAB IV
KOMPARASI PENETAPAN DAFTAR PENCARIAN ORANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG

KEPOLISIAN DAN FIKIH JINAYAH

. Persamaan Penetapan Daftar Pencarian Orang Menurut Undang-undang No. 2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dan Fikih Jinayah

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai penetapan Daftar
Pencarian Orang oleh kepolisian menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002
Tentang kepolisian dan Figih Jinayah.

Dari segi Pengertian Daftar Pencarian Orang dalam Undang-undang No.2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian tidak ada akan tetapi dalam Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia No.12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan
dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dalam pasal 139 ayat 1 disebutkan arti Daftart Pencarian
Orang oleh Kepolisian. begitu juga dalam kajian Fikih Jinayah hanya saja dalam
obyek Fikih jinayah membahas hukum syara’ yang menyangkut tindak pidana
seperti, pembunuhan, minum-minuman keras, perampokan, menuduh palsu
seseorang berzina, pencurian, pemberontakan, kebebasan beragama dan lain-lain

oleh karenanya tidak ada penjelasan terkait pengertian Daftar pencarian orang.
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Jika dilihat dari pengertian Daftar Pencarian Orang oleh kepolisian yaitu.”’dapat
dikatakan suatu jarimah dimana perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’
yang diancam oleh Allah dengan hukuman Aad atau ta’zir.

Mekanisme seseorang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang yaitu
seseorang yang diduga turut serta dalam melakukan tindak pidana dengan suatu
kasus yang belum tertangkap dimana dalam perkara tindak pidana tersebut
masih berjalan merupakan suatu proses penegakan hukum acara pidana yang
pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana, akan tetapi dalam proses penegakan hukum pidana, keberadaan
Dafiar Pencarian Orang kerap kali di identikkan sebagai bagian dari proses
hukum acara pidana (hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur cara-
cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana). Proses penetapan
Daftar Pencarian Orang sendiri diberlakukan oleh piahak penyelidik maupun
penyidik selaku pihak yang diberikan kewenangan oleh Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana maupun tercantum dalam Undang-Undang No.2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Sedangkan dasar hukum seseorang yang ditetapkan
sebagai Daftar Pencaraian Orang menurut Fikih Jinayah adalah Maka dalam
Fikih Jinayah bahwa segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat

dibebani kewajiban) maka dalam mengatur masalah pidana ini Islam menempuh

" M.C Annas, Wawancara, Polsek Wonocolo, JI. Margorejo Indah XIX/01 Surabaya, 16 April
2011.
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2 (dua) macam cara, yaitu: 1). Menetapkan hukuman berdasarkan Nas, dan 2).
Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (ulil amri). Seperti dalam hukum
pidana indonesia bahwa seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana jika
terdapat tiga unsur seperti yang sudah dibahas oleh Penulis diatas dalam
melakuakan perbuatan pidana yaitu salah satunya adalah Unsur fomal artinya
bahwa adanya Nas yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan
ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi seperti yang telah
dijelaskan dimuka bahwa setiap kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh al-
Quran maupun oleh Hadis disebut sebagai jarimah hudud, adapun tindak pidana
yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Quran maupun oleh Hadis disebut
sebagai tindakan pidana 7a’zir."®

Bila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana,
alat negara penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) wajib
melakukan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara tersebut. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, hukum acara pidana memberikan kewenangan
kepada mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada hakekatnya
merupakan pengurangan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai
manusia.”*Selain diberikan kewenangan oleh hukum acara pidana Kepolisian

sebagai alat negara mempunyai tugas dan wewenang Kepolisian berdasarkan

™ Djazuli, Figh Jinaysh (Upsys Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: Raja
Grafindo Persada,1997), cet. 2, 159.

" Ratna Nurul Afiah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, (Jakarta: Akademika Pressindo,
1986), 1.
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ketentuan dalam Bab III Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Republik Indonesia, terdapat dalam Pasal 13 yaitu Tugas pokok Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan dijelaskan dalm pasal 14 tentang melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud dalm pasal 13 tersebut dan berkaitan
dengan wewenang kepolisian meliputi wewenang umum dan wewenang khusus.
Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 15 ayat (1) sedangkan
berkaitan dengan wewenang khusus Kepolisian, antara lain meliputi,
kewenangan sesuai peraturan Perundang-undangan lainnya (pasal 15 ayat 2)
serta wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam pasal
16 ayat (1) seperti yang telah diuraikan dalam bab pembahasan diatas.
Sedangkan dalam Fikih Jinayah bahwa Daftar Pencarian Orang merupakan
perbuatan tindak pidana dalam golongan sanksi ta’zir dimana kewenangan
diberikan kepada ulil amri.

Pada seseorang yang diduga terlibat tindak pidana namun belum
tertangkap atau buron yang oleh Kepolisian sebagai alat negara mempunyai
tugas dan wewenang sebagai penegak hukum yang dirumuskan dalam Undang-
undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia berhak
mengeluarkan surat penetapan Daftar Pencarian Orang yang juga dirumuskan
dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun
2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana di

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan
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terhadap penegak hukum yakni kepolisian yang disebutkan pada bab XII
pencarian orang, pencegahan dan penangkalan bagian ke satu Daftar Pencarian
Orang pasal 139 ayat 1 dan 2 yang sudah dijelaskan diatas.sedangkan dalam
Fikih Jinayah dasar hukuman pengumuman kejahatan sebagai hukuman fa’zir
yaitu mengumumkan kejahatan seseorang itu diperkenankan.

Dan persamaan yang terkhir dalam penetapan status daftar pencarian
Orang menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan
Fikih Jinayah adalah bahwa penetapan pemberlakuan status Daftar Pencarian
Orang tidak dapat diberlakukan seumur hidup karena penetapan Daftar

. Pencarian Orang diberlakukan sesuai masa kadaluwarsa ancaman hukuman yang
dipersangkakan kepada pelaku yang diduga kuat terhadap tindak pidana
tersebut akan gugur demi hukum atau lewatnya waktu tertentu setelah
terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa
harus dilaksanakan hukuman menurut Fikih Jindayah. (atau Lihat pada Tabel di

bawah ini).

. Perbedaan Penetapan Daftar Pencarian Orang Menurut Undang-Undang No.2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dan Fikih Jinayah

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai penetapan
Dafiar Pencarian Orang oleh kepolisian menurut Undang-undang No. 2 Tahun

2002 Tentang Kepolisian dan Figih Jinayah antara lain mekanisme dan dasar



77

penetapan Daftar Pencarian Orang terdapat banyak persamaan antara keduanya,

yang membedakan hanya batas waktu kadaluwarsa dimana hapusnya

kewenangan dalam penuntutan pidana dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002

diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana pasal 78 ayat (1) yaitu:
Kewenangan menuntut Pidana Hapus karena Daluwarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan
percetakan, sesudah satu tahun; 2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan
Pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun,
sesudah enam tahun 3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan Pidana
penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4. Mengenai kejahatan
yang diancam dengan Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah
delapan belas tahun, *

Sedangkan dalam Fikih Jinayah Penyerahan batas waktu kadaluwarsa
kepada kebijaksanaan hakim ini berdasarkan pemikiran bahwa keterlambatan

pemberian persaksian itu kadang-kadang karena uzur atau alasan lain yang dapat

diterima secara hukum.®'

80 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 33.
8Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalsm Islam), (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1997), cet. 2, 234.
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C. Tabel Persamaan Dan Perbedaan Penetapan Daftar Pencarian Menurut

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dan Fikih Jinayah.

a). Persamaan

Undang-undang No. 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian

Fikih Jinayah

3).

4).

1). Dari segi pengertian dan mekanisme

Daftar Pencarian Orang, dalam
undang-undang ini tidak ada
pembahasannya, akan tetapi dalam
Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia No.12  Tahun
2009 Tentang Pengawasan dan
Pengendalian Penanganan Perkara
Pidana di lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia terdapat
arti dari Daftar Pencrian Orang yang
tercantum pada pasal 139 ayat 1.

2). Daftar Pencarian Orang Tidak diatur

dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana sebagai hukum formil
atau acuan terhadap kewenangan
penegak hukum dalam menanggulangi
suatu tindak pidana hukum sebagai
proses hukum pidana.

Dalam hukum pidana indonesia
kewenangan dalam menanggulangi
tindak pidana termasuk penetapan
Daftar Pencarian Orang diberikan
kepada Kepolisian maupun Jaksa
scbagai penegak hukum yang
diberikan oleh- Undang-undang.

Dalam Undang-undang No. 2 serta
Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia No. 12 Tahun

1). Dalam tindak pidana Islam

Membahasnya dalam Kajian
Fikih Jinayah yaitu membahas
hukum Syara. akan tetapi
pengertian dan  mekanisme
Daftar Pencarian Orang tidak
ada dalam pembahasan dalam
ilmu Fikih Jinayah.

2) Dalam Fikih Jinayah seseorang

dikatakan melakukan tindak
pidana jika terdapat tiga unsur
salah satunya formal yaitu
adanya Nas yang melarang
perbuatan-perbuatan tertentu
disertai ancaman hukuman
atas perbuatan-perbuatan
tersebut oleh karena itu Daftar
Pencarian Orang tidak ada
ketentuannya dalam Nas.

3). Perbuatan yang tidak terdapat

4).

dalam Nas maupun Hadis
termasuk dalam jarimah ta’zir
dimana kewenangan diberikan
oleh ulil amri. Termasuk dalam
penctapan Daftar pencarian
Orang

Dalam Fikih Jinayah bahwa
pengumuman kejahatan
seseorang itu di perkenankan
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2009 Tentang Pengawasan dan
Pengendalian Penanganan perkara
pidana  di lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia bahwa
kepolisian =~ berhak = memberikan/
menerbitkan Surat Daftar Pencarian
Orang terhadap seseorang yang
melakukan tindak pidana yang belum
tertangkap.

5). Pelaku Daftar Pencarian Orang tidak

dapat diberlakuakan seumur hidup
karena penetapan Daftar Pencarian
Orang diberlakukan sesuai dengan
masa kadaluwarsa ancaman hukuman
yang dipersangkakan terhadap
seseorang tersebut yang diduga kuat
melakukan tindak pidana akan gugur
demi hukum (sesuai Kitab Undang-
undang Hukum Pidana pasal 78 Ayat
(1) BAB VIII).

6). Tidak ada batas waktu penangkapan

status yang ditetapkan  Daftar
Pencarian Orang tidak ditulis atau
diatur secara jelas dalam Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana
yang merupakan tindakan pertama
untuk memproses suatu perbuatan
pidana.

3).

sebagai dasar hukuman 72 °zir.

Pelaku Daftar Pencarian Orang
setelah dikaji diatas maka
Daftar Pencarian Orang tidak
dapat diberlakukan seumur
hidup (kadaluwarsa) yaitu
dalam Fikih Jinayah adalah
lewatnya  waktu  tertentu
setelah terjadinya kejahatan
atau setelah dijatuhkannya
keputusan pengadilan tanpa
dilaksanakannya hukuman,

6). Dalam Fikih Jinayah juga tidak

dijelaskan batas waktu
penangkapan status Daftar
Pencarian Orang hanya saja
sesecorang yang dapat diduga
telah melakukan tindak pidana
dan terdapat cukup bukti dapat
dilakukan  penahanan agar
pelaku tidak dapat melarikan
diri.




b). Perbedaan:
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Undang-undang No. 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian

Fikih Jinayah

1). Batas waktu kadaluwarsa Daftar
Pencarian Orang atau hapusnya
kewenangan menuntut pidana dan
menjalankan pidana diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana pasal
78 ayat (1).

1). Dalam Fikih Jinayah batas waktu
kadaluwarsa Daftar Pencarian
Orang diserahkan pada
kebijaksanaan ~ hakim  yang
berdasar pada pemikiran bahwa
keterlambatan pemberian
persaksian kadang-kadang uzur
atau alasan-alasan lain yang dapat
diterima secara hukum

Jadi dari uraian pembahsan dan tabel diatas

dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa hukum pidana islam dengan hukum positif di Indonesia

tidak jauh berbeda dalam kajian penulisan skripsi

Studi Komparatif

Penetapan Daftar Pencarian Orang Oleh Kepolisian Menurut Undang-

undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah maka bisa

dikatakan hukum pidana islam dengan hukum positif atau Hukum pidana

Indonesia bisa dikatakan relevan.




